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ABSTRAK 

 
KOMITMEN BANGLADESH TERHADAP PERJANJIAN LINGKUNGAN 

INTERNASIONAL SEBAGAI NEGARA PRODUSEN FAST FASHION 

 

Oleh 

 

CYNTIA APRIANI AMBARITA 

 

Industri fast fashion merupakan salah satu penggerak ekonomi global 
sekaligus sumber kerusakan lingkungan melalui penggunaan energi, bahan kimia 
berbahaya, serta produksi limbah dan emisi. Dalam rantai pasok global, Bangladesh 
menempati posisi sebagai produsen fast fashion terbesar dunia dan bergantung pada 
sektor ready-made garment. Di sisi lain, Bangladesh telah meratifikasi Paris 
Agreement, Basel Convention, dan Stockholm Convention yang mewajibkan 
pengendalian emisi, pengelolaan limbah berbahaya, serta penghapusan bahan kimia 
beracun. Namun, pencemaran industri serta limbah tekstil masih terus berlangsung 
dan menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan Bangladesh terhadap komitmen 
lingkungan internasionalnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen dan upaya 
Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dalam memenuhi kewajiban 
lingkungan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber pada perjanjian 
internasional, dokumen resmi pemerintah Bangladesh, laporan lembaga 
internasional, dan jurnal akademik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangladesh secara aktif 
mengimplementasikan kewajiban internasionalnya melalui berbagai kebijakan dan 
program seperti pelaporan emisi, regulasi limbah berbahaya, serta pengendalian 
bahan kimia beracun. Namun, komitmen ini dinilai hanya karena tekanan global 
buyer. Ketergantungan ekonomi pada sektor garmen, dan keterbatasan kapasitas, 
menyebabkan kerusakan lingkungan domestik tetap tinggi, sehingga menciptakan 
kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap perjanjian internasional dan realitas 
lingkungan di tingkat nasional. 

 
 

Kata kunci: Bangladesh, fast fashion, industri garmen, kerusakan lingkungan, 
perjanjian internasional 
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ABSTRACT 

 
BANGLADESH’S COMMITMENT TO INTERNATIONAL 

ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AS A FAST FASHION PRODUCING 
COUNTRY 

 
 

By   
 

CYNTIA APRIANI AMBARITA 

 

 
The fast fashion industry is one of the drivers of the global economy and a source 
of environmental damage through its use of energy, hazardous chemicals, and 
production of waste and emissions. In the global supply chain, Bangladesh ranks as 
the world's largest producers of fast fashion and relies on the ready-made garment 
sector. On the other hand, Bangladesh has ratified the Paris Agreement, the Basel 
Convention, and the Stockholm Convention, which require the control of emissions, 
the management of hazardous waste, and the elimination of toxic chemicals. 
However, industrial pollution and textile waste continue to occur, raising questions 
about Bangladesh's compliance with its environmental commitments. This study 
aims to analyze Bangladesh's commitments and efforts as a fast fashion producing 
country in fulfilling its international environmental obligations. This study aims to 
analyze Bangladesh’s commitment and efforts as a fast fashion producing country 
in fulfilling its international environmental obligations. This study uses a 
descriptive qualitative approach with a literature study method sourced from 
international agreements, official Bangladeshi government documents, 
international agency reports, and academic journals. The results show that 
Bangladesh actively implements its international obligations through various 
policies and programs such as emissions reporting, hazardous waste regulations, 
and toxic chemical control. However, this commitment is considered to be solely 
due to pressure from global buyers. Economic dependence on the garment sector 
and limited capacity have resulted in high levels of domestic environmental 
damage, creating a gap between formal compliance with international agreements 
and the environmental reality at the national level. 
 
 
Keywords: Bangladesh, environmental damage, fast fashion, garment industry, 
international agreements 
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MOTTO 
 
 
 
 
“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you 

and not to harm you, plans to give you hope and a future.” 
(Jeremiah 29:11) 

 
 

“He has made everything beautiful in its time.” 
(Ecclesiastes 3:11) 

 
 

“Tapi kita punya kita, yang akan melawan dunia” 
(Taruh-Nadin Amizah) 

 
 

“I’m never giving up against all odds” 
(Odds-NIKI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

x 
 

 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus 
 
 
 
 

Untuk Papi, Mama, Kakak dan Adik tercinta 
Serta seluruh pembaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

xi 
 

 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Komitmen Bangladesh terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional sebagai 

Negara Produsen Fast Fashion”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai 

pihak. Sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

 

1. Tuhan Yesus Kristus, karena oleh penyertaan, kasih dan berkat yang daripada 

Tuhan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini; 

2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung; 

3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan 

Internasional; 

4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M. A., selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu 

menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan bagi penulis, 

yang selalu memberi nasihat juga motivasi yang membangun selama proses 

bimbingan, dan selalu sabar membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi 

terasa lebih mudah untuk diselesaikan; 

5. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku dosen  Penguji Skripsi, yang telah 

memberikan saran, masukan dan kritik dalam proses penyusunan skripsi agar lebih 

baik lagi; 

6. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang 

selalu memberikan arahan dari awal perkuliahan dan memberi motivasi bagi 

penulis selama perkuliahan; 



 
 
 
 

xii 
 

7. Seluruh dosen serta staf Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu, 

memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta membantu dalam hal 

administrasi semasa kuliah hingga penyusunan skripsi;  

8. Kedua orang tua penulis, Papi dan Mama, terima kasih untuk segala jerih payah 

dan cinta kasih, terima kasih untuk tidak pernah lupa mendoakan penulis 

dimanapun penulis berada, untuk setiap dukungan, motivasi, pengorbanan, dan 

semua hal yang diberikan untuk penulis agar penulis dapat meraih jalan untuk 

kehidupan yang lebih baik, terima kasih untuk selalu mengusahakan semua hal 

untuk penulis. Papi, Mama, terima kasih untuk segalanya dan semoga segala 

harapan dan doa kalian maupun penulis dapat terwujud; 

9. Kakak dan Adik penulis, Irma Septriliani Ambarita dan Agape Ambarita, terima 

kasih untuk setiap dukungan dan doa bagi penulis, terima kasih untuk canda tawa 

selama bersama. Untuk Kakak, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, 

terima kasih untuk setiap doa dan dukungan semasa kuliah. Untuk Adik, terima 

kasih telah menjadi partner dalam banyak hal, terima kasih sudah menguatkan dan 

menyemangati, terima kasih untuk tiap waktu dan canda bersama. Semoga segala 

harapan dan hal baik menghampiri kalian, may all your big dreams come true. 

Semoga kita bertiga selalu berjalan beriringan; 

10. Gendo Mulya Simorangkir, sosok yang begitu berarti dalam perjalanan hidup 

penulis, terima kasih sudah senantiasa hadir dalam keadaan bahagia maupun sulit, 

terima kasih untuk setiap cinta kasih, dukungan, dan doa yang diberikan untuk 

penulis. Terima kasih sudah mengiringi tiap langkah di dalam perjalanan penulis, 

membuat setiap kesulitan terasa lebih ringan. Terima kasih sudah setia menemani, 

semoga langkah kita senantiasa seiring, dan segala hal baik selalu menyertai. 

Semoga selayaknya; 

11. Sahabat sedari penulis kecil, Andini Rosalina Butar-Butar & Dewi Octavia 

Pakpahan, terima kasih sudah memberi makna arti sahabat dan selalu menjadi 

tempat pulang terbaik. Terima kasih untuk ketulusan dan doa baik yang selalu 

diucapkan, terima kasih untuk setiap waktu yang disisihkan untuk kita bertukar 

segala cerita baru dan saling menguatkan, semoga kita selalu bersama melewati 

setiap musim dalam hidup. Semoga segala impian sedari kita kecil dapat kita capai 

and we got fairytale ending; 



 
 
 
 

xiii 
 

12. Naila Fahsya Anindhiya, Rahmah Aulia, dan Zahra Elfaya Nabil, we met 

because of fate, i never thought we’d become friends, but you turned out to be the 

kindest souls. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis selama 

menjalani perkuliahan, terima kasih untuk setiap support, untuk setiap canda tawa 

yang selalu hadir, terima kasih sudah membuat dunia perkuliahan terasa lebih 

ringan dan menyenangkan, terima kasih sudah menjadi keluarga bahkan seperti 

saudara bagi penulis di kota asing ini. Terima kasih sudah memberi warna dan 

menjadi bagian dalam proses hidup penulis, love you guys; 

13. Zefanya Nami, Ditha Tanjung, teman-teman gereja penulis yang kehadirannya 

membuat penulis merasa tidak sendiri. Terima kasih untuk tiap perhatian, semangat 

dan dukungan yang diberikan untuk penulis. Untuk Ami, terima kasih sudah 

menjadi partner penulis sedari persiapan SBMPTN hingga penulis berada di titik 

ini. You both deserve all the good things. Serta untuk Agatha Dorothea, yang dahulu 

sering menginap dirumah dan memberi keceriaan, terima kasih untuk perhatian 

yang selalu diberi dengan pertanyaan kapan pulang dan terima kasih untuk hal baik 

dan tulus yang diberikan untuk penulis, you deserve all the good things too;  

14. Afiyah Nur Kamilah, Elnaya Pricilia, Fathia Az Zahra, sahabat dari awal 

semester satu hingga masa penyusunan skripsi, terima kasih sudah menjadi teman 

baik, terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan untuk penulis, terima kasih 

sudah membantu dan mendukung penulis dalam banyak hal selama berkuliah di HI 

Unila, terima kasih sudah membuat masa perkuliahan penulis lebih menyenangkan;  

15. Teman-teman semasa bimbingan (Hasbi’s Children), Ade Nur Fitriyani, Aldea 

Mei Sinta Putri, Risma Oktavia, yang tanpa sengaja menjadi teman dan sangat tulus, 

terima kasih sudah membantu banyak hal dalam proses bimbingan dan proses 

penyusunan skripsi, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baik yang selalu 

diutarakan selama bimbingan. Penulis bersyukur bertemu kalian dan membuat 

langkah penulis terasa ringan dalam proses skripsian ini, semoga setiap langkah 

kalian juga dipermudah;  

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala 

dukungan, doa dan semangat yang diberikan bagi penulis dalam perkuliahan dan 

proses penyelesaian skripsi; 



 
 
 
 

xiv 
 

17. Lastly, to myself, Cyntia Apriani Ambarita. Thank you for staying through the 

hard days, for choosing to keep going when things felt heavy, and for believing that 

every process has its own time. This journey was not easy, but shaped a strength 

and gratitude in ways i will always carry. Keep moving forward to chase every 

dream, to build the life you hope for, to build the career you’ve always dreamed of, 

to explore the world with freedom & curiosity, and get a better life in future. 

 

 

 

 

 

             Bandarlampung, 30 Januari 2026 

 

 

        

               Cyntia Apriani Ambarita



 
 
 
 

i 
 

 

        

 

DAFTAR ISI 

 
 
                  Halaman 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i 

DAFTAR TABEL................................................................................................. iii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv 

DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................... v 

I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang............................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 6 

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 6 

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 7 

II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 8 

2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 8 

2.2 Tinjauan Teori ............................................................................................. 11 

2.2.1 Transboundary Externalities ................................................................ 11 

2.2.2 Compliance Theory ............................................................................... 14 

2.3 Kerangka Pemikiran .................................................................................... 19 

III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 21 

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 21 

3.2 Fokus Penelitian .......................................................................................... 22 

3.3 Sumber Data ................................................................................................ 22 



 
 
 
 

ii 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 23 

3.5 Teknik Analisis Data ................................................................................... 24 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 26 

4.1 Negara Pusat Produksi Fast Fashion ........................................................... 26 

4.1.1 Bangladesh sebagai Negara Produsen Fast Fashion ............................. 27 

4.1.2 Dampak Lingkungan Lintas Batas dalam Aktivitas Industri Fast Fashion

 ....................................................................................................................... 33 

4.2 Komitmen Bangladesh sebagai Negara Produsen Fast Fashion.................. 42 

4.2.1 Fleksibilitas Bahasa dalam Perjanjian Lingkungan Internasional ........ 42 

4.2.2 Ratifikasi Perjanjian Lingkungan Internasional oleh Bangladesh ........ 49 

4.2.3 Keterbatasan Kapasitas Nasional dan Industri Fashion Domestik ....... 63 

4.2.4 Pengaruh Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik di Bangladesh ........ 67 

4.2.5 Strategi Bangladesh dalam Menyeimbangkan Komitmen Lingkungan 

Internasional dan Kebutuhan Ekonomi Nasional .......................................... 71 

4.2.6 Implementasi Komitmen Lingkungan Bangladesh Pasca-Ratifikasi 

Perjanjian Internasional ................................................................................. 74 

4.2.7 Pola Kepatuhan Bangladesh terhadap Perjanjian Lingkungan 

Internasional................................................................................................... 79 

V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 84 

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 84 

5.2 Saran ............................................................................................................ 86 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 87 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

iii 
 

 
 
 

DAFTAR TABEL 
 
 
 
                   Halaman 
 
 

Tabel 1.1 Status Penandatanganan dan ratifikasi Bangladesh atas 3 perjanjian 

lingkungan internasional ......................................................................................... 5 

Tabel 4.1 Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Komitmen 

Lingkungan Bangladesh ........................................................................................ 68 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

iv 
 

 
 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
 
           
                  Halaman 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 20 

Gambar 4.1 Kondisi Pabrik Tekstil Bangladesh ................................................... 28 

Gambar 4.2 Buriganga River Bangladesh ............................................................. 30 

Gambar 4.3 Sungai di sekitar Dhaka, Bangladesh ................................................ 31 

Gambar 4 4 Turag River Bangladesh .................................................................... 31 

Gambar 4.5 Gurun Atacama Dessert di Chili ....................................................... 38 

Gambar 4.6 Sungai Citarum Indonesia ................................................................. 39 

Gambar 4.7 Kantamanto Accra di Ghana ............................................................. 40 

Gambar 4.8 Gikomba Market, Nairobi ................................................................. 41 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

v 
 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 
 
 
 
AFOLU : Agriculture, Forestry, and Other Land Use 

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

AS : Amerika Serikat 

BAT : Best Available Techniques 

BCCSAP : Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 

BEP : Best Environmental Practices 

BGMEA : Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters 

Association 

BSCI : Business Social Compliance Initiative  

BTR : Biennial Transparency Report 

CO₂   : Carbon Dioxide 

COP : Conference Of the Parties 

CSR   : Corporate Social Responsibility 

DAE   : Digital Asset Exchange 

DDT   : Diklorodifeniltrikloroetana 

DoE   : Department of Environment 

EPR   : Extended Producer Responsibility  

EPZs   : Export Processing Zones 

ERD   : Economic Relations Divisions  

ESDO   : Environment and Social Development Organization  

ESG   : Environmental, Social, and Governance  

ESM   : Environmentally Sound Management 

ETF   : Enhanced Transparency Framework 

ETP   : Effluent Treatment Plants 

FAO   : Food and Agriculture Organization  



 
 
 
 

vi 
 

FY   : Fiscal Year 

GOTS   : Global Organic Textile Standard 

GRK   : Gas Rumah Kaca 

GTF   : Green Transformation Fund 

HCI   : Human Capital Index 

IFC   : International Finance Corporation 

IPAL   : Instalasi Pengolahan Air Limbah 

IPM   : Integrated Pest Management 

IUCN   : International Union for Conservation of Nature 

LEED   : Leadership in Energy and Environmental Design 

LMIC   : Low and Middle Income Countries 

MARPOL  : Marine Pollution 

MoEFCC  : Ministry of Environment, Forest and Climate Change 

MRV   : Measurement, Reporting, and Verification 

NAP   : National Adaptation Plan 

NDA   : National Designated Authority 

NIP   : National Implementation Plan 

NDCs   : Nationally Determined Contributions 

NGO   : Non-Governmental Organization  

NZE   : Net Zero Emissions 

PaCT   : Partnership for Cleaner Textile  

PAHs   : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

PCBs   : Polychlorinated biphenyls 

PDB   : Produk Domestik Bruto 

POPs   : Persistent Organic Pollutants  

RMG   : Ready Made Garments 

RSC   : RMG Sustainability Council  

SBTs   : Science Based Targets 

SCF   : Standardized Crediting Framework  

SDGs   : Sustainable Development Goals  

SDM   : Sumber Daya Manusia 



 
 
 
 

vii 
 

SREDA : Sustainable and Renewable Energy Development 

Authority 

TPA   : Tempat Pembuangan Akhir 

UE   : Uni Eropa 

UNDP   : United Nations Development Programme 

UNEP   : United Nations Environment Programme 

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate       

Change  

WHO   : World Health Organization 

WRAP   : Worldwide Responsible Accredited Production  

 



 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Industri fast fashion mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, 

terlihat dari volume produksi global yang meningkat dua kali lipat antara tahun 

2000 hingga 2015 dan konsumsi pakaian diperkirakan naik sebesar 63% pada tahun 

2030, dengan jumlah 62 juta ton menjadi 102 juta ton per tahun (European 

Parliament, 2023). Dengan fokus pada produksi massal, fast fashion menjadi salah 

satu sektor terbesar yang berkontribusi terhadap konsumsi sumber daya serta 

pencemaran global. Data dari Global Fashion Agenda dan Boston Consulting 

Group mencatat bahwa industri ini mengkonsumsi sekitar 79 miliar m³ air, serta 

menghasilkan emisi karbon sebesar 1.715 juta ton CO₂ yang diperkirakan akan terus 

meningkat hingga 2030 (Pulse of the fashion industry, 2017).  

Industri fast fashion merusak lingkungan melalui mekanisme rantai 

produksinya, mulai dari tahap awal hingga pembuangan akhir. Produk fast fashion 

menggunakan serat alami seperti kapas, dimana produksinya membutuhkan air 

sekitar 20.000 liter dan hanya untuk menghasilkan 1 kg kapas, ditambah dengan 

penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berkontribusi pada pencemaran air dan 

tanah (Brewer, 2019). Selain itu, industri ini juga menggunakan serat sintesis 

seperti poliester1 yang mendominasi 82% pasar tekstil, bahan pembuatan serat ini 

berasal dari minyak bumi dan melepaskan mikroplastik ke lingkungan dalam proses 

pembuatannya bahkan diperkirakan menyumbang 35% polusi mikroplastik di dunia 

(Aktas & Ozkavruk Adanir, 2025; Olivar Aponte dkk., 2024). Selain bahan-bahan 

 
1 Serat sintesis berjenis plastik yang terbuat dari campuran bahan kimia (polyethylene 
terephthalate), kuat, murah, cepet kering, namun tidak mudah terurai dan mencemari lingkungan 
(Smelik, 2023).  
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yang digunakan, proses pewarnaan dari produk pakaian juga menghasilkan limbah 

cair yang mengandung logam berat serta bahan kimia beracun yang diperkirakan 

menyumbang 20% limbah air industri global yang berdampak buruk pada 

ekosistem perairan (European Parliament, 2024). Rantai produksi yang cepat 

dengan harga yang murah mendorong industri ini mengalami overproduksi dan pola 

konsumsi yang berlebihan, sehingga timbul masalah pada tingginya limbah tekstil 

yang bahkan mencapai 92 juta ton per tahun (UNEP, 2025). Pengelolaan limbah 

tekstil yang dibakar di area pemukiman dapat melepaskan kandungan benzena2 dan 

Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs)3 yang beresiko pada kesehatan masyarakat 

dan memperburuk kondisi udara (Greenpeace Africa, 2024). Kompleksitas global 

supply chain juga berdampak pada peningkatan jejak karbon melalui aktivitas 

transportasi lintas negara, hal ini menyebabkan industri fast fashion ikut 

berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca sekitar 4-10% di dunia (Andreadakis & 

Owusu-Wiredu, 2023).  

Fast fashion diproduksi di berbagai negara, diantaranya Bangladesh yang 

menjadi salah satu pusat produksi. Data menunjukkan pada tahun 2022, ekspor 

pakaian Bangladesh mencapai USD 45 miliar dengan 7,9% dari pasar global (Akter, 

2024). Berdasarkan data dari United Nations University Centre For Policy 

Research, menyebutkan “Bangladesh is the world's second largest garment 

exporter after China” dan juga data dari BBC News yang menyebutkan 

“Bangladesh is the beating heart of the global fast fashion bussines” (BBC NEWS, 

2024; UNU-CPR, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Bangladesh berperan sebagai 

poros utama dalam rantai pasok fast fashion global dan merupakan pusat produksi 

terbesar. Bangladesh memiliki lebih dari 6.000 pabrik ready-made garment 

(RMG)4, dengan produk tekstil yang tidak hanya memasok merek domestik, tetapi 

juga merek internasional ternama yang nantinya distribusikan ke Amerika Serikat 

dan Uni Eropa (Chilton dkk., 2019; Rahman dkk., 2017). Posisi Bangladesh sebagai 

 
2 Senyawa kimia aromatik beracun dan mudah terbakar, bersifat karsinogenik, serta mencemari 
lingkungan (Aldi, 2024). 
3 Kelompok senyawa organik yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan organic, 
bersifat persisten, toksik, serta mencemari air, udara dan tanah (Greenpeace Africa, 2024). 
4 Industri pakaian jadi yang telah diproduksi massal dan siap untuk dieskpor maupun dijual di 
pasar (Rahman dkk., 2018).  
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pusat industri fast fashion diperkuat dengan keunggulan harga yang ditawarkan 

akibat upaya tenaga kerja yang rendah, serta spesialisasi pada produk ekspor utama 

seperti t-shirt dan sweater (Islam dkk., 2022). Keunggulan lainnya yaitu 

Bangladesh menjadi pusat produksi merek internasional seperti H&M, Zara, Gap, 

dan Walmart, bahkan laporan dari BBC menyebutkan bahwa satu dari dua pakaian 

yang dikenakan di Eropa kemungkinan besar dibuat di Bangladesh (BBC NEWS, 

2024).  

Oleh sebab itu, Bangladesh menghadapi berbagai dampak lingkungan bahkan 

ditetapkan sebagai red industry berdasarkan Bangladesh Environment 

Conservation Act 1995, yang berarti daerah dengan dampak lingkungan paling 

berbahaya (Hussein, 2024). Akibat aktivitas pabrik yang berpusat di Savar dan 

Dhaka, sungai-sungai disekitarnya yang menjadi sumber air bagi masyarakat 

Bangladesh mengalami degradasi dan sudah dikategorikan sungai mati, serta kota 

Dhaka dicatat sebagai kota dengan polusi udara paling buruk di dunia pada tahun 

2021 (Nugraha dkk., 2023). Pada proses pewarnaan produk fast fashion, 

menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 129.015 ton dan terus meningkat pada 

2021 sebanyak 137.880 (Hasan dkk., 2024). Tingginya angka ekspor di Bangladesh 

juga ikut menyebabkan peningkatan pada emisi karbon, bahkan menurut data 

terjadi lonjakan emisi CO₂ dari 8.236 metrik ton menjadi 93.761 metrik ton pada 

2019, dan ini sejalan dengan peningkatan ekspor RMG yang mencapai 84% dari 

total ekspor Bangladesh (Khuky dkk., 2022). Selain itu, limbah tekstil sebanyak 

85% tidak didaur ulang dan berakhir di tempat pembuangan akhir, ini menyebabkan 

pencemaran tanah dan air yang dapat terurai menjadi mikroplastik serta mencemari 

ekosistem perairan (Anak Jimmy dkk., 2024).  

Selain Bangladesh, banyak negara lainnya yang ikut terkena dampak 

lingkungan, contohnya yaitu Kenya, Ghana dan Nigeria. Negara-negara tersebut 

menjadi tujuan pembuangan pakaian bekas impor dari negara-negara maju, di 

Kenya tercatat sebanyak 185.000 ton pakaian bekas masuk pada tahun 2019, 

dengan sekitar 30-40% pakaian tidak layak jual dan langsung menjadi limbah yang 

mencemari sungai Gikomba dan TPA Dandora melalui pembakaran dan pelepasan 

polutan berbahaya benzena dan PAHs yang membahayakan kesehatan (Greenpeace 
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Africa, 2022). Sedangkan di Ghana, 15 juta pakaian bekas impor masuk setiap 

minggunya melalui pelabuhan dan 50% diantaranya tidak layak jual sehingga 

berakhir menumpuk di sungai dan mencemari beberapa sungai seperti Korle 

Lagoon dan pantai Accra (Greenpeace Africa, 2022). Nigeria juga mengalami hal 

yang sama, limbah fast fashion menyumbang sekitar 2,48% dari total sampah 

nasional, atau lebih dari 790 ribu ton per tahun dan semuanya berakhir di tempat 

pembuangan terbuka sehingga mencemari tanah dan juga air tanah (Okafor dkk., 

2021). Selain negara-negara tersebut, ada banyak negara yang terkena dampak 

lingkungan cukup parah dari industri fast fashion, terutama negara-negara Global 

South5.  

Terdapat kebijakan serta perjanjian internasional yang dibentuk dan relevan 

untuk mengatur berbagai dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri fast 

fashion. Beberapa kebijakan dan perjanjian diantaranya, Paris Agreement 2015 

yang bertujuan untuk menekan angka kenaikan suhu global dan mencapai net zero 

emission (NZE), dimana dalam perjanjian ini negara pihak diwajibkan untuk 

menetapkan target pengurangan emisi melalui Nationally Determined 

Contributions (NDCs)6 (UNFCCC, 2016). Selain kebijakan mengenai emisi, 

terdapat juga kebijakan yang mengatur limbah berbahaya, yaitu Basel Convention 

1989. Basel Convention bertujuan untuk mengendalikan perpindahan limbah 

berbahaya dalam skala lintas batas, termasuk pakaian bekas yang banyak dibuang 

ke negara berkembang (UNEP, 1989). Perjanjian lainnya yaitu Stockholm 

Convention 2001, dalam perjanjian ini diberlakukan pelarangan penggunaan 

Persistent Organic Pollutants (POPs)7 yang banyak ditemukan dalam zat pewarna 

dan pelarut tekstil (UNEP, 2001).  

 

 
5 Global South adalah blok keempat dunia yang terdiri dari negara-negara berkembang di Asia, 
Afrika, Amerika Latin dan Sebagian Timur Tengah (Sachdeva & Sidorov, 2025).  
6 Komitmen yang dibuat oleh setiap negara yang meratifikasi Paris Agreement untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca dan sebagai upaya global dalam mengatasi perubahan iklim (UNFCCC, 
2016) 
7 Kelompok senyawa organik yang sulit terurai dan dapat bertahan lama, beracun, bioakumulatif, 
dan mencemari lingkungan (UNEP, 2001). 
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 Tabel 1.1 Status penandatanganan dan ratifikasi Bangladesh atas 3 perjanjian 
lingkungan internasional 

Perjanjian Negara Status Ratifikasi 

Paris Agreement 2015 Bangladesh Menandatangani perjanjian pada tanggal 22 

April 2016 dan meratifikasi pada tanggal 21 

September 2016 

Basel Convention 1989 Bangladesh Tidak tercatat sebagai penandatangan pada 22 

Maret 1989, tetapi meratifikasi perjanjian pada 

tanggal 1 April 1993 

Stockholm Convention 

2001 

Bangladesh Menandatangani perjanjian pada tanggal 23 

Mei 2001 dan meratifikasi pada tanggal 12 

Maret 2007 

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan data dari website resmi (treaties.un.org, 

basel.int dan chm.pops.int) 

 

Instrumen kebijakan dan perjanjian internasional sudah lama dibentuk untuk 

mengurangi dampak lingkungan global dari industri tekstil, tetapi data 

menunjukkan bahwa dalam 15 tahun terakhir produksi pakaian dunia meningkat 

lebih dari dua kali lipat dan konsumen membeli 60% lebih banyak pakaian 

dibanding dua dekade lalu (Ellen MacArthur Foundation, 2017; Amed dkk., 2019). 

Sementara itu, dapat dilihat pada tabel 1.1, bahwa Bangladesh telah 

menandatangani dan meratifikasi perjanjian lingkungan internasional yang berarti 

sudah terikat secara hukum dalam upaya pengurangan emisi guna memperbaiki 

iklim global, penggunaan limbah berbahaya, dan penggunaan bahan kimia 

berbahaya. Seharusnya, kebijakan yang ada mampu menekan dampak dari industri 

fast fashion yang sangat relevan dengan emisi, limbah, dan zat berbahaya. Namun 

kenyataannya, dampak lingkungan yang dirasakan oleh Bangladesh dan negara 

terdampak lainnya tidak berkurang, melainkan semakin meningkat. Terdapat 

kesenjangan antara kewajiban formal Bangladesh dalam instrumen hukum 

internasional dengan realisasi di tingkat domestik, yang bisa saja dipengaruhi oleh 
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ambiguitas norma, keterbatasan kapasitas, serta dinamika kepentingan ekonomi 

yang membuat upaya Bangladesh untuk patuh terhadap perjanjian tidak terlihat. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tren fast fashion akhir-akhir ini mengalami peningkatan di pasar global. 

Peningkatan tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap kerusakan 

lingkungan global, melalui penggunaan bahan kimia berbahaya, produksi yang 

cepat dan massal serta volume limbah pakaian yang sulit dikelola. Kerusakan 

lingkungan yang ada tidak hanya dirasakan di negara produsen industri fast fashion 

seperti Bangladesh tetapi juga turut dirasakan oleh negara-negara tempat 

pembuangan limbah pakaian. Meskipun telah ada regulasi internasional relevan, 

seperti Paris Agreement 2015, Basel Convention 1989, dan Stockholm Convention. 

Namun, kenyataannya kerusakan lingkungan akibat fast fashion terus meningkat. 

Maka dapat dilihat, terdapat kesenjangan antara komitmen naratif dengan 

implementasi di Bangladesh. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk 

melihat upaya serta komitmen Bangladesh sebagai produsen fast fashion yang 

dimana sebagian besar penelitian hanya berfokus pada efektivitas instrumen 

kebijakan dan perjanjian global, tetapi penelitian ini mencoba menganalisis 

tanggung jawab serta kepatuhan dari Bangladesh sebagai produsen besar bagi 

industri fast fashion atas perjanjian yang sudah diratifikasi. Berdasarkan hal yang 

sudah dipaparkan, dengan itu penelitian ini menarik rumusan masalah yaitu: 

Bagaimana Komitmen Bangladesh terhadap Perjanjian Lingkungan 

Internasional sebagai Negara Produsen Fast Fashion?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:  

1.3.1 Mendeskripsikan negara pusat produksi fast fashion 

1.3.2 Menjelaskan komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk 

memperdalam pengetahuan mengenai isu lingkungan yang ditimbulkan oleh fast 

fashion, sekaligus mengkaji peran negara produsen dalam perjanjian lingkungan 

internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur 

dan bahan referensi dalam pengembangan studi politik lingkungan, sehingga dapat 

memperkaya kajian akademis terkait hubungan antara industri, kebijakan 

internasional, dan keberlanjutan lingkungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka disusun sebagai landasan konseptual 

untuk memperkuat penelitian melalui analisis pada sejumlah literatur. Kajian ini 

mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya yang membahas isu lingkungan 

global, industri fast fashion, serta keterikatan keduanya dengan kebijakan 

lingkungan internasional. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, penulis dapat 

melihat temuan-temuan penting yang relevan dengan tanggung dan komitmen 

Bangladesh sebagai produsen fast fashion.  

Berdasarkan analisis pada penelitian terdahulu, sejumlah literatur menjelaskan 

bahwa industri garmen siap pakai di Bangladesh telah berkembang menjadi pusat 

produksi fast fashion global, namun menghadapi dilema antara kepentingan 

ekonomi dan tuntutan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Jani & Jatmika 

(2022) menjelaskan bahwa dampak lingkungan dari industri ini sangat parah, 

terutama pencemaran air akibat limbah pewarna tekstil, emisi gas rumah kaca, dan 

timbunan limbah padat yang sebagian besar berakhir di TPA. Tetapi di sisi lain, 

Bangladesh berupaya mengadopsi green manufacturing practices seperti 

pembangunan pabrik berstandar Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED), penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah melalui Effluent 

Treatment Plants (ETP)8 (Sarker dkk., 2023). Industri RMG sendiri telah menjadi 

tulang punggung ekonomi Bangladesh, dengan kontribusi lebih dari 80% ekspor 

nasional (Rahman, 2016). 

 
8 Fasilitas pengelolaan limbah cair yang berfungsi menghilangkan polutan fisik, kimia, dan 
biologis sebelum dibuang ke lingkungan (Sarker dkk., 2023). 
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Sejumlah literatur juga menyoroti industri fast fashion Bangladesh yang tidak 

hanya berdampak pada lingkungan global, tetapi juga pada aspek sosial. Penelitian 

oleh Ullah (2023) menyebutkan bahwa industri ini melakukan eksploitasi terhadap 

pekerjanya, dimana peristiwa Rana Plaza menewaskan lebih dari 1.100 pekerja dari 

industri fashion dan menarik perhatian global. Peristiwa tersebut memicu lahirnya 

mekanisme keselamatan berupa Accord dan Alliance, yang diinisiasi oleh brand 

global untuk meningkatkan standar keselamatan kerja di Bangladesh (Ashwin dkk., 

2020). Selain itu, brand global juga mendorong green fashion atau fashion 

conscious, tetapi dalam praktiknya sejumlah brand di Bangladesh masih gagal dan 

hanya berujung pada praktik greenwashing9 (Kim dkk., 2023). Selain itu, sejumlah 

literatur juga menekankan bahwa kepatuhan Bangladesh terhadap standar 

internasional, baik dalam aspek lingkungan maupun sosial, seperti ILO Convention, 

ISO 1400110, Oeko Tex11, hingga Paris Agreement dan SDGs, lebih banyak dipicu 

oleh tekanan eksternal daripada inisiatif internal. Penelitian Donagey dan Reinecke 

(2018) menyimpulkan bahwa kepatuhan Bangladesh lebih dominan didorong oleh 

tekanan eksternal yaitu brand global, lembaga internasional maupun serikat pekerja 

global untuk memenuhi standar demi citra konsumen. 

Literatur lainnya membahas perjanjian dan tata kelola lingkungan internasional 

yang relevan dengan Bangladesh sebagai produsen fast fashion. Paris Agreement, 

Basel Convention, dan Stockholm Convention sering dipakai sebagai lensa untuk 

menilai posisi Bangladesh dalam komitmen global. Pada studi terdahulu ditemukan 

bahwa meskipun Bangladesh menunjukkan komitmen tinggi secara formal, seperti 

lewat NDCs, Climate Change Trust Fund12, atau larangan impor limbah berbahaya, 

implementasinya sering terbatas karena lemahnya kapasitas teknis dan finansial 

(Jahan, 2024). Terdapat banyak kebijakan internasional yang sudah lama dibentuk, 

seperti larangan penghancuran pakaian tak terjual di Prancis, Modern Slavery Law 

 
9 Klaim produk ramah lingkungan oleh brand, tetapi tidak dapat diverifikasi, klaim dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan kompetitif (Spaniol dkk., 2024). 
10 Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan agar organisasi dapat mengelola 
dampak lingkungan secara berkelanjutan (ISO, 2015).  
11 Sertifikasi internasional yang menjamin produk tekstil telah diuji bebas dari zat berbahaya bagi 
kesehatan manusia, mencakup logam berat, pestisida, dan pewarna beracun (OEKO, 2025). 
12 Mekanisme pendanaan yang dibentuk untuk mendukung program dan penanganan terhadap 
perubahan iklim (Jahan, 2024). 
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di Australia, dan Fashion Sustainability Act di New York, namun sebagian besar 

masih bersifat terbatas dan tidak mengikat sehingga tidak efektif (Peleg Mizrachi 

& Tal, 2022). Penelitian oleh Ramisa Jahan (2024) juga menyoroti sifat sukarela 

dari perjanjian internasional yang membuat kepatuhan sangat bergantung pada 

kemauan politik negara-negara maju. Sehingga, regulasi yang ada masih tergolong 

lemah dan tidak ada dukungan secara teknis untuk implementasinya.  

Beberapa penelitian membahas bahwa Bangladesh aktif dalam forum 

internasional seperti Paris Agreement, pertemuan Rio+20, dan Basel Convention, 

serta menegaskan komitmennya secara politis untuk menjalankan agenda 

keberlanjutan. Namun, sebagian besar penelitian menggarisbawahi adanya 

kesenjangan antara deklarasi normatif Bangladesh dengan implementasi 

domestiknya, karena keterbatasan kapasitas teknis, pendanaan, serta prioritas 

ekonomi nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Akinrinade dkk (2024) 

lemahnya kapasitas teknis dan prioritas ekonomi yang lebih diutamakan oleh 

negara berkembang seperti Bangladesh, sehingga lebih mengesampingkan 

komitmen terhadap perjanjian internasional.  

Sejumlah penelitian juga mengidentifikasi adanya berbagai regulasi nasional 

seperti Environmental Conservation Act dan National Water Policy, serta 

instrumen internasional seperti Global Organic Textile Standard (GOTS) yang 

berusaha diadopsi di Bangladesh. Namun, implementasi dari instrumen masih 

lemah karena keterbatasan koordinasi dengan antar-lembaga, rendahnya kapasitas 

pengawasan, dan tingginya biaya kepatuhan (Islam, 2017). 

Penelitian terdahulu memberikan kritik terhadap kebijakan yang masih terbatas, 

lemah dan bersifat soft law. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2024) 

mengenai Basel Convention yang memiliki banyak keterbatasan, karena banyak 

negara maju memanfaatkan celah hukum untuk mengalihkan kapal-kapal tua ke 

negara berkembang tanpa standar pengawasan yang memadai. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan Bhola (2024) menunjukkan bahwa instrumen hukum lingkungan 

yang ada belum cukup kuat untuk menekan dampak industri fashion, dan praktik 

Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai tidak konsisten dalam penerapannya. 
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Disoroti perlunya instrumen hukum lingkungan yang lebih ketat dan mengikat 

(Bhola, 2024). 

Selain penekanan urgensi pada peraturan yang lebih ketat, sejumlah literatur 

juga membahas peran Non-Governmental Organization (NGO) dan media 

internasional dalam mendorong praktik keberlanjutan di Bangladesh. Penelitian 

Jani & Jatmika (2022) mengenai NGO internasional, seperti UN Alliance for 

Sustainable Fashion yang memainkan peran penting dalam advokasi dan kolaborasi 

lintas pihak. Media internasional juga kerap membingkai Bangladesh sebagai 

produsen fast fashion yang sarat akan masalah lingkungan dan sosial, seperti yang 

ditunjukkan dalam analisis liputan The Guardian (Razib dkk., 2024). Komitmen 

Bangladesh terhadap keberlanjutan pada dasarnya dipengaruhi oleh tekanan 

eksternal yang menentukan citra dan arah kebijakan keberlanjutannya. 

Penelitian oleh Chowdhury dan Yasmin (2018) akan teori kepatuhan 

menunjukkan bahwa sikap Bangladesh dalam industri RMG terhadap standar atau 

perjanjian lingkungan internasional tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran 

domestik, melainkan sebagai respons terhadap tekanan eksternal dalam rantai pasok 

global melalui tuntutan sertifikasi internasional. Kepatuhan terhadap standar 

internasional seperti ILO Convention, ISO 14001, maupun Paris Agreement lebih 

dimaknai sebagai strategi menjaga legitimasi dan posisi kompetitif di pasar fast 

fashion dunia. Komitmen Bangladesh dinilai hanya sebagai strategi adaptif untuk 

menjaga daya saing di pasar global fast fashion, di mana keberlanjutan bukan hanya 

tuntutan moral, melainkan juga instrumen ekonomi dan diplomasi untuk 

mempertahankan posisinya dalam rantai pasok internasional. 

 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Transboundary Externalities  

Konsep transboundary externalities dalam kajian politik lingkungan global 

yang diperkenalkan oleh Chasek, Downie, dan Brown. Konsep transboundary 

externalities menjelaskan situasi ketika aktivitas ekonomi atau industri di suatu 
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negara menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui batas wilayah negara 

tersebut. Dalam buku Global Environmental Politics, Chasek, Downie, dan Brown 

(2017) mendefinisikan bahwa “environmental problems are often transboundary, 

meaning that pollution generated in one country can have serious consequences for 

others beyond its borders”. Konsep ini menekankan bahwa degradasi lingkungan 

tidak mengenal batas teritorial dan menuntut adanya mekanisme kerja sama 

antarnegara untuk menangani dampak lintas batas yang ditimbulkan. Oleh karena 

itu, konsep transboundary externalities tidak hanya dimaknai untuk fenomena 

ekologis, melainkan juga persoalan politik dan keadilan lingkungan global yang 

melibatkan ketimpangan antara negara produsen dan negara terdampak. 

Chasek, Downie, dan Brown (2017) menjelaskan bahwa transboundary 

externalities merupakan konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana 

aktivitas ekonomi atau industri di satu negara dapat menimbulkan dampak 

lingkungan yang melampaui batas wilayah negara. Dalam buku ditegaskan bahwa 

“Environmental interdependence means that actions taken by one state can have 

serious and unintended environmental consequences for others”. Dalam 

pandangannya, menyatakan bahwa ketergantungan lingkungan global atau 

environmental interdependence menunjukkan bagaimana tindakan satu negara 

dapat menimbulkan dampak ekologis yang tidak diinginkan bagi negara lain. Isu-

isu seperti pencemaran udara lintas negara, hujan asam di Eropa, atau kabut asap di 

Asia Tenggara menjadi contoh nyata dari transboundary environmental problems 

yang sulit diselesaikan tanpa kerja sama internasional. Chasek et al. (2017) juga 

menekankan bahwa konsekuensi lingkungan lintas batas mencerminkan kegagalan 

sistem global serta lemahnya mekanisme tata kelola internasional dalam mengatasi 

polusi yang dampaknya bersifat global. Dalam konteks industri fast fashion, konsep 

ini relevan karena aktivitas produksi di negara produsen seperti Bangladesh tidak 

hanya menyebabkan pencemaran lokal, tetapi juga berdampak pada negara-negara 

lain di kawasan Asia Selatan dan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan 

global (Chasek, Downie, & Brown, 2017). 

Selain menyoroti dimensi ekologis dan ekonomi, konsep transboundary 

externalities juga berkaitan erat dengan persoalan tata kelola lingkungan 
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internasional dan ketimpangan tanggung jawab antarnegara. Chasek, Downie, dan 

Brown (2017) menjelaskan bahwa isu lintas batas menantang prinsip kedaulatan 

tradisional karena “no single nation can address transboundary or global 

environmental problems alone.” Dalam konteks ini, negara berkembang seperti 

Bangladesh sering menghadapi dilema ganda, di satu sisi menjadi bagian penting 

dari rantai produksi global, namun di sisi lain menanggung beban ekologis yang 

ditimbulkan oleh sistem ekonomi tersebut. Ketimpangan ini menciptakan apa yang 

disebut Chasek dkk sebagai ecological inequity, yakni kondisi di mana negara 

berpendapatan rendah memiliki kemampuan terbatas untuk mengurangi polusi atau 

mengatasi dampaknya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transboundary 

externalities bukan hanya masalah teknis pengendalian polusi, tetapi juga persoalan 

keadilan lingkungan global yang menuntut mekanisme kerja sama internasional 

yang adil dan efektif antara negara produsen dan negara terdampak. 

Penerapan konsep ini relevan untuk menjelaskan posisi negara sebagai 

produsen fast fashion yang aktivitas industrinya menimbulkan dampak ekologis 

pada skala global. Sebagai produsen utama pakaian untuk merek internasional 

seperti H&M, Zara, dan Uniqlo, Bangladesh memusatkan kegiatan industrinya di 

sektor tekstil dan garmen. Proses produksi tersebut menghasilkan limbah kimia 

berbahaya dari pewarnaan kain, emisi karbon tinggi, serta pencemaran air yang 

mengalir ke wilayah pesisir dan laut di sekitar Teluk Benggala (Du dkk., 2020). 

Menurut data, polusi lintas batas di kawasan Asia Selatan mencapai tingkat 

tertinggi di dunia, terutama antara India dan Bangladesh, yang tercatat 

menghasilkan tingkat polusi lintas batas 45 kali lebih besar dari rata-rata global (Du 

dkk, 2020). Dampak lingkungan ini tidak hanya dirasakan di wilayah domestik, 

tetapi juga menyebar ke negara lain melalui udara, air, dan rantai ekologi global, 

menjadikannya contoh nyata transboundary pollution externalities.  

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ansuategi dan Perrings (2000) dalam 

artikelnya Transboundary Externalities in the Environmental Transition 

Hypothesis menjelaskan bahwa “pollution externalities tend to spill over to 

neighboring countries when industrial activities increase without proper 

environmental regulation”. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan industri 
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di negara berkembang, seperti Bangladesh, tidak hanya menimbulkan degradasi 

lingkungan domestik, tetapi juga menyebabkan pencemaran lintas batas. Ketika 

produksi tekstil Bangladesh meningkat untuk memenuhi permintaan global, limbah 

dan emisi yang dihasilkannya menjadi bagian dari masalah lingkungan regional dan 

global. Selain itu, laporan Transboundary Pollution Externalities: Think Globally, 

Act Locally (2010) menekankan pentingnya prinsip “think globally, act locally” 

dalam menghadapi permasalahan eksternalitas lintas batas, karena kerusakan yang 

ditimbulkan satu negara akan berdampak secara kolektif terhadap negara lain. 

Dalam konteks ini, Bangladesh menggambarkan dilema sebagai negara 

berkembang, di satu sisi sebagai negara produsen fast fashion memperoleh 

keuntungan ekonomi dari ekspor fast fashion, namun di sisi lain berkontribusi 

terhadap pencemaran lintas negara yang memperburuk kondisi lingkungan global. 

Konsep transboundary externalities digunakan untuk mendeskripsikan negara 

produsen fast fashion, khususnya Bangladesh yang menjadi bagian dari sistem 

produksi global dengan dampak ekologis lintas batas. Aktivitas industri di 

Bangladesh tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan global karena kontribusinya 

terhadap pencemaran air, udara, dan perubahan iklim. Sejalan dengan pandangan 

Chasek et al. (2017), permasalahan lingkungan semacam ini disebutkan “requires 

international cooperation and governance mechanisms that transcend national 

jurisdictions”, sehingga menegaskan bahwa krisis lingkungan akibat fast fashion 

bukan hanya tanggung jawab negara produsen, tetapi juga bagian dari tantangan 

tata kelola lingkungan global secara kolektif. 

 

2.2.2 Compliance Theory  

Compliance Theory adalah teori pendekatan dalam studi hubungan 

internasional yang relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara 

melaksanakan komitmennya. Teori ini dapat menjelaskan faktor kesenjangan antara 

ratifikasi suatu perjanjian dengan implementasi nyata di tingkat domestik dan ini 

sejalan dengan pertanyaan penelitian yang ingin mengkaji bagaimana komitmen 

negara Bangladesh terhadap perjanjian internasional yang sudah di ratifikasi. 
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Compliance Theory dikembangkan oleh Abram Chayes dan Antonia Handler 

Chayes dalam buku The New Sovereignty: Compliance with International 

Regulatory Agreements (1995). Teori ini bersumber dari pandangan Liberal 

Institusionalism, dengan pernyataan bahwa negara pada dasarnya cenderung 

mematuhi kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Tetapi, compliance 

theory menjelaskan bahwa kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional 

bukan karena sanksi, melainkan ada banyak faktor dari negara tersebut yang 

membuat negara patuh yaitu demi efisiensi, kepentingan, dan norma. Menurut 

Abram Chayes dan Antonia Chayes, kecenderungan ketidakpatuhan atau non-

compliance bukan hasil niat negara untuk melanggar, melainkan disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya:  

1. Ambiguity and indeterminacy of treaty language 

2. Limitations on the capacity of parties to carry out their undertakings 

3. The temporal dimension of the social, economic, and political changes 

contemplated by regulatory treaties 

 

Menurut Abram Chayes dan Antonia Chayes (1995), menekankan bahwa salah 

satu penyebab utama ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian internasional 

adalah adanya ambiguity and indeterminacy of treaty language. Bahasa dalam 

perjanjian yang kurang jelas atau terbuka terhadap berbagai interpretasi dapat 

membuat negara-negara menafsirkan kewajibannya secara berbeda-beda. 

Ambiguitas bukan hanya sekedar kelemahan secara teknis, tetapi menjadi bagian 

dari proses negosiasi antarnegara yang memiliki beragam kepentingan. Terkait hal 

ini, ruang interpretasi yang terlalu luas dapat mengakibatkan suatu negara bertindak 

dengan cara yang tampak bertentangan dengan tujuan perjanjian, meskipun secara 

formal masih dapat dibenarkan. Dalam penelitian Susanne Therese Hansen (2016) 

mengenai kontrol ekspor senjata Uni Eropa, ia menegaskan juga bahwa “the 

elimination of linguistic ambiguity has stood at the forefront among the suggested 

solutions for remedying non-compliance” (Hansen, 2016). Berdasarkan hal 

tersebut, bahasa yang kurang tegas dapat memungkinkan negara anggota tetap 

mengekspor senjata ke rezim represif meski bertentangan dengan prinsip HAM 

yang seharusnya dijunjung. Hansen menunjukkan bahwa ambiguitas sengaja 
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dipertahankan sebagai kompromi politik, sehingga memungkinkan negara tetap 

mendapatkan keuntungan material dari ekspor senjata meskipun melanggar norma 

yang telah disepakati. Selain itu, penelitian Jacqueline Best (2008) menambahkan 

bahwa ambiguitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari politik global. Best 

menyebutkan bahwa ”ambiguity is the capability of being understood in two or 

more ways”, serta memiliki dampak langsung terhadap praktik pemerintahan 

global. Ambiguitas tidak hanya menjadi masalah yang menghambat kepatuhan, 

tetapi juga sering dimanfaatkan sebagai alat strategis oleh negara untuk 

mempertahankan fleksibilitas dalam kebijakan internasional. Best menekankan 

bahkan jika informasi dan institusi ditingkatkan, masalah interpretasi akan selalu 

ada karena sifat sosial politik dari bahasa dan pengetahuan (Best, 2008).  

Faktor lainnya yaitu limitations on the capacity of parties to carry out their 

undertakings, seperti yang di katakan dalam bukunya, Chayes menekankan bahwa 

ketidakpatuhan bisa terjadi bukan karena negara berniat melanggar, melainkan 

karena keterbatasan kapasitas domestik dalam melaksanakan kewajiban. Dalam 

bukunya The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory 

Agreements (1995), dicontohkan bahwa empat tahun setelah ditandatanganinya 

Montreal Protocol hanya separuh dari negara anggota yang sepenuhnya memenuhi 

kewajiban pelaporan, dan sebagian besar negara yang gagal adalah negara 

berkembang yang dalam bukunya dikatakan “for  the most part were simply unable 

to comply without technical assistance from the treaty organization” (Chayes & 

Chayes, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan teknis, administratif, 

maupun finansial dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi perjanjian 

internasional oleh negara berkembang, termasuk negara Bangladesh. Didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Pandey (2022) yang menekankan pentingnya 

kapasitas hukum dan kelembagaan untuk melaksanakan suatu perjanjian. Pandey 

menjelaskan bahwa sebuah kontrak hanya sah jika para pihak memiliki kompetensi 

atau kapasitas hukum untuk menjalankannya (Pandey, 2022). Dalam konteks 

internasional, kapasitas ini dapat dianalogikan dengan kemampuan negara dalam 

memenuhi kewajiban perjanjian, sehingga tanpa kapasitas yang memadai, 

kewajiban hukum menjadi sulit dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks 

kontrak, kelompok minor dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memahami 
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konsekuensi dari kewajiban kontraktual yang mereka buat, kelompok minor 

dianggap negara dengan kapasitas yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa 

persoalan ketidakpatuhan tidak selalu berakar pada niat, melainkan pada 

keterbatasan kapasitas yang melekat pada pihak terkait (Che Hashim & Dusuki, 

2023). Situasi ini memperkuat teori Chayes bahwa non-compliance cenderung 

merupakan persoalan administratif dan kelembagaan, bukan hanya persoalan niat 

politik.  

Chayes juga menyebutkan faktor lainnya, yaitu the temporal dimension of the 

social, economic, and political changes contemplated by regulatory treaties, yang 

menekankan bahwa non-compliance juga sering muncul akibat dimensi waktu 

dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Banyak perjanjian yang menuntut 

perubahan besar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik negara, sehingga 

kepatuhan tidak dapat dicapai secara instan. Chayes mencontohkan dalam bukunya, 

bahwa perjanjian lingkungan atau perdagangan membutuhkan proses transisi 

bertahap, sebab reformasi hukum, pembangunan institusi, hingga pengadaan 

teknologi memerlukan kurun waktu yang panjang. Dengan kata lain, 

“compliance is not an on-off phenomenon, the problem for the 

system is not how to induce all drivers to obey the speed limit, but 

how to contain deviance within acceptable levels” (Chayes & 

Chayes, 1995) 

 

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan bersifat dinamis dan harus dipahami 

dalam kerangka proses jangka panjang, bukan sekadar pelanggaran sesaat. Dalam 

penelitian Rafaella Moscalewsky (2022) yang membahas perjanjian lingkungan, 

seperti Paris Agreement, dimana dimensi temporal terlihat sangat jelas dalam 

perjanjian ini. Moscalewsky menjelaskan bahwa Paris Agreement mengandalkan 

pendekatan “bottom-up” melalui Nationally Determined Contributions (NDCs) 

yang diperbaharui setiap lima tahun. Mekanisme ini dirancang untuk memberi 

ruang bagi negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan domestik secara 

bertahap. Namun, sifat jangka panjang ini juga menimbulkan risiko yaitu negara 

dapat menunda atau menurunkan ambisinya tanpa terkena sanksi langsung, karena 
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tidak ada kewajiban hasil atau obligations of result yang mengikat secara hukum 

(Moscalewsky, 2022).  

Penjelasan dalam buku Chayes juga menekankan bahwa non-compliance akibat 

faktor waktu sebaiknya tidak ditanggapi dengan sanksi, melainkan melalui 

fasilitasi, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas. Dengan demikian, dimensi 

waktu menjelaskan bahwa kegagalan negara dalam mematuhi komitmen 

lingkungan internasional sering kali mencerminkan kesenjangan adaptasi struktural 

daripada niat untuk melanggar itu sendiri. Oleh sebab itu, solusi yang efektif adalah 

memberi fleksibilitas waktu, dukungan teknis, serta insentif jangka panjang agar 

negara dapat menyesuaikan kebijakan domestiknya sejalan dengan tujuan global. 

Teori compliance relevan untuk digunakan dalam penelitian ini guna 

menjelaskan komitmen Bangladesh sebagai salah satu pusat industri fast fashion 

global terhadap kepatuhannya dalam menjalankan kebijakan hukum internasional 

yang telah diratifikasi. Sebagai negara penandatangan Paris Agreement, 

Bangladesh berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 21,85% pada 

2030 melalui NDCs (Ministry of Environment Forest and Climate Change, 2021). 

Namun, sektor tekstil dan garmen justru menyumbang angka emisi yang tinggi, 

menurut data dari penelitian Halder & Raju (2024), Bangladesh Garment 

Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) menunjukkan bahwa industri 

garmen menyumbang hampir 15,4% dari total emisi nasional akibat penggunaan 

energi fosil dalam produksi (Halder & Raju 2024). Selain itu, Bangladesh juga 

meratifikasi Basel Convention dan Stockholm Convention untuk mengatur limbah 

berbahaya dan polutan organik persisten. Namun, data mencatat bahwa Bangladesh 

menghasilkan lebih dari 400.000 ton limbah tekstil per tahun, dengan keterbatasan 

fasilitas daur ulang dan sistem pengelolaan limbah yang kurang memadai, sehingga 

banyak limbah yang berakhir mencemari sungai-sungai utama di Bangladesh 

(Dhaka Tribune, 2025).  

Fakta ini mencerminkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Chayes dalam 

bukunya, yakni keterbatasan kapasitas teknis dan dimensi waktu yang panjang 

dalam mengintegrasikan standar internasional ke dalam kebijakan domestik. Oleh 

karena itu, compliance theory dapat memberikan kerangka konseptual yang tepat 
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untuk menilai mengapa Bangladesh meskipun telah meratifikasi perjanjian 

lingkungan internasional, masih mengalami non-compliance pada level 

implementasi karena faktor kapasitas, ambiguitas regulasi, dan kebutuhan transisi 

jangka panjang yang menyebabkan kesenjangan antara komitmen dan realitas 

praktiknya. Dengan demikian, compliance theory menekankan pentingnya melihat 

non-compliance bukan hanya sebagai kegagalan suatu komitmen negara, tetapi juga 

sebagai konsekuensi dari dinamika internal negara dalam mengimplementasikan 

perjanjian internasional. Teori ini sesuai dengan arah penelitian peneliti untuk 

menjawab permasalahan dalam komitmen Bangladesh terhadap perjanjian 

Internasional, yang dimana teori compliance sesuai karena fokusnya bukan hanya 

pada ada atau tidaknya kepatuhan, melainkan juga pada faktor-faktor yang 

mendorong terjadinya non-compliance.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada bagian kerangka pemikiran, penulis akan menjelaskan isu terkait 

kesenjangan antara komitmen Bangladesh sebagai salah satu produsen utama fast 

fashion terhadap perjanjian lingkungan internasional dengan implementasi 

domestiknya. Posisi Bangladesh sebagai produsen utama fast fashion global, di 

mana industri garmen menjadi penopang ekonomi sekaligus penyumbang besar 

dalam pencemaran lingkungan global. Untuk menganalisis fenomena tersebut, 

penelitian menggunakan konsep Transboundary Externalities dan Compliance 

Theory dari Abram dan Antonia Chayes yang menjelaskan bahwa ketidakpatuhan 

negara terhadap perjanjian internasional umumnya dipengaruhi oleh ambiguitas 

aturan, keterbatasan kapasitas, dan dimensi temporal dalam proses adaptasi sosial, 

ekonomi, dan politik. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menjelaskan 

komitmen Bangladesh terhadap perjanjian lingkungan dapat dipahami melalui 

konteks industri fast fashion serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

kepatuhan negara. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 2.1 Keranka Pemikiran 

              Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: diolah oleh peneliti 

 

 

 

Bangladesh menjadi salah satu produsen fast fashion terbesar di 
dunia. Pertumbuhan industri ini menimbulkan dampak serius pada 

ekosistem lingkungan.  

 
Bangladesh telah meratifikasi 3 perjanjian lingkungan internasional 

(Paris Agreement, Basel Convention, Stockholm Convention). 
Namun, pertumbuhan industri fast fashion malah semakin 

meningkat dan masalah lingkungan semakin parah.  
 

Compliance Theory 

Ambiguity and 
indeterminacy of 
treaty language 

The temporal dimension 
of the social, economic, 
and political changes 

contemplated by 
regulatory treaties 

Limitations on the 
capacity of parties to 

carry out their 
undertakings 

Kepatuhan Bangladesh dalam implementasi 
komitmen lingkungan  



 
 

 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang disematkan oleh individu atau 

kelompok terhadap suatu masalah atau fenomena, dengan proses penelitian yang 

melibatkan pengumpulan data deskriptif, analisis induktif, serta penafsiran makna 

oleh peneliti (Creswell & Creswell, 2018). Dengan pendekatan ini, peneliti 

berusaha memahami fenomena secara mendalam melalui penggambaran yang 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi (Creswell & 

Creswell, 2018). 

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana 

komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion dan kaitannya dengan 

perjanjian atau regulasi internasional yang mengatur dampak lingkungan. 

Meskipun Bangladesh telah meratifikasi perjanjian lingkungan, kenyataannya 

negara ini tetap mengalami dampak lingkungan yang tinggi akibat aktivitas industri 

fast fashion. Peneliti berupaya menjelaskan Bangladesh sebagai negara produsen 

fast fashion serta bentuk komitmen yang dibangun dalam menghadapi tekanan 

regulasi lingkungan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif deskriptif 

ditujukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna yang 

diberikan partisipan terhadap suatu fenomena sosial. Prosesnya dilakukan dengan 

pengumpulan data dari dokumen, laporan, maupun literatur terkait, yang 

selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan 

demikian, pendekatan ini sesuai untuk mendeskripsikan Bangladesh sebagai negara 

produsen fast fashion dan menjelaskan komitmen Bangladesh terhadap isu 

lingkungan dalam industri tersebut. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan untuk pembatasan ruang lingkup agar pembahasan 

tetap terarah dan tidak tumpang tindih. Penelitian ini difokuskan untuk 

mendeskripsikan posisi Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion terbesar 

di dunia, sekaligus menjelaskan bagaimana komitmen negara tersebut dalam 

menghadapi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan bagaimana komitmennya 

terhadap perjanjian dan regulasi lingkungan yang telah diratifikasi. Dengan 

menggunakan konsep transboundary externalities dan compliance theory, 

penelitian ini dibatasi untuk mendeskripsikan posisi Bangladesh sebagai negara 

produsen fast fashion dalam rantai pasok global. Sementara itu, compliance theory 

digunakan untuk menjelaskan bentuk komitmen Bangladesh terhadap perjanjian 

lingkungan internasional dalam konteks perannya sebagai produsen fast fashion. 

Penekanan diberikan pada bagaimana Bangladesh merespons tekanan eksternal dari 

perjanjian internasional, brand global, NGO internasional, dan bagaimana faktor 

ekonomi domestik membuat implementasi komitmen lingkungan seringkali lemah. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

komprehensif mengenai dilema Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion, 

yang di satu sisi bergantung pada industri garmen sebagai pilar ekonomi, namun di 

sisi lain harus menghadapi konsekuensi lingkungan yang serius. 

 

3.3 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi 

kepustakaan berupa dokumen tertulis, laporan internasional, artikel ilmiah, serta 

publikasi media yang relevan dengan topik penelitian mengenai komitmen 

Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion terhadap perjanjian lingkungan 

internasional. Sumber data yang digunakan antara lain: 

a. Rilisan resmi mengenai industri garmen Bangladesh, berupa laporan ekspor, 

statistik industri, laporan inspeksi, publikasi kepatuhan lingkungan, serta 
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dokumen program keberlanjutan yang diperoleh melalui situs web resmi 

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association 

(bgmea.com.bd) dan RMG Sustainability Council (rsc-bd.org). 

b. Rilisan lembaga internasional di bidang lingkungan, United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), perjanjian Basel 

Convention tentang pengelolaan limbah berbahaya, serta perjanjian 

Stockholm Convention mengenai pengendalian POPs. Data ini diperoleh 

unfccc.int, basel.int, dan pops.int.  

c. Dokumen resmi internasional seperti Basel Convention on the Control of 

Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Paris Agreement, 

serta dokumen Nationally Determined Contributions (NDCs).  

d. Laporan organisasi internasional dan lembaga global seperti European 

Parliament Reports, Pulse of the Fashion Industry Report serta publikasi 

dari United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations 

University Centre for Policy Research (UNU-CPFR). 

e. Artikel ilmiah dan jurnal akademik yang membahas isu fast fashion, industri 

fast fashion Bangladesh, serta kepatuhan lingkungan internasional. Data 

diperoleh melalui repositori publish or perish, Google Scholar, Research 

Gate, dan portal jurnal lainnya yang menyediakan akses publikasi ilmiah.  

f. Media massa internasional yang memberikan data aktual mengenai industri 

fast fashion Bangladesh dan tantangan lingkungannya, seperti BBC News, 

Dhaka Tribune, Greenpeace, dan The Guardian.  

g. Sumber tambahan berupa dokumen hukum dan literatur teoretis yang 

memperkuat kerangka analisis, seperti buku Chayes & Chayes (1995) 

mengenai Compliance Theory dan literatur hubungan internasional lain 

yang relevan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang relevan mengenai negara produsen fast fashion serta posisi Bangladesh 



24 
 

 

sebagai negara produsen fast fashion dan komitmennya terhadap perjanjian 

lingkungan internasional. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan 

studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai 

literatur bacaan, seperti artikel jurnal akademik, laporan internasional, publikasi 

daring dari organisasi resmi, serta sumber berita yang kredibel. Menurut Taylor, 

Bogdan, dan DeVault (2016), studi kepustakaan merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang bersifat kajian teoritis, digunakan untuk menelusuri dan 

mengidentifikasi konsep serta teori yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui 

studi ini, peneliti memperoleh data dari jurnal penelitian terdahulu, laporan 

internasional, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan industri fast fashion 

Bangladesh. Selain itu, digunakan pula teknik studi dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data melalui dokumen tertulis baik resmi maupun nonresmi, seperti 

laporan ekspor BGMEA, publikasi RMG Sustainability Council, kebijakan 

Kementerian Tekstil Bangladesh, serta dokumen perjanjian internasional seperti 

Paris Agreement, Basel Convention, dan Stockholm Convention.  

Creswell (2018) menyebutkan bahwa metode dokumentasi mencari data dari 

catatan, transkrip, arsip, maupun dokumen pemerintah yang relevan dengan topik 

penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis isi. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif 

yang berfokus pada penafsiran makna teks dan dokumen, sehingga mampu melihat 

perspektif dan asumsi lain (Taylor dkk., 2016). Proses analisis dilakukan dengan 

membaca, memahami, serta mengkategorikan data ke dalam pola tertentu yang 

relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pola kepatuhan Bangladesh 

dalam kerangka konsep transboundary externalities dan teori compliance.  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif 

yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan 

data hingga penarikan kesimpulan. Menurut Creswell (2018), analisis data kualitatif 

dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan 
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kesimpulan yang berlangsung secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan 

data hingga interpretasi akhir. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah, 

memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh agar lebih terarah 

pada fokus penelitian, yaitu komitmen Bangladesh sebagai negara produsen fast 

fashion dalam perjanjian lingkungan internasional. Selanjutnya, pada tahap 

penyajian data, informasi yang telah direduksi diorganisasikan secara sistematis 

dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan 

pola dan keterkaitan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti 

menginterpretasikan data yang telah disajikan, mencari makna dari hubungan 

antarvariabel, serta memverifikasi temuan untuk menjaga keabsahan hasil 

penelitian. 

Untuk mendukung proses tersebut, penelitian ini juga melakukan 

pengelompokan data kedalam tema-tema tertentu. Pada tahap awal, data yang 

relevan diidentifikasi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data 

tersebut dikategorikan ke dalam kelompok yang lebih besar agar dapat 

menunjukkan pola dan keterkaitan. Dengan cara ini, data kualitatif dapat 

diorganisasikan secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti menemukan 

makna yang menjelaskan posisi Bangladesh dalam kerangka teori compliance dan 

konsep transboundary externalities. Konsep transboundary externalities 

digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas produksi fast 

fashion di Bangladesh menimbulkan dampak lingkungan yang melampaui batas 

negara, baik melalui emisi karbon, limbah tekstil, maupun perpindahan bahan kimia 

berbahaya dalam rantai pasok global. Sementara itu, teori compliance digunakan 

sebagai kerangka analisis utama untuk menilai sejauh mana Bangladesh mematuhi 

atau merespons perjanjian lingkungan internasional. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Bangladesh merupakan negara produsen fast fashion terbesar yang  

menyebabkan berbagai dampak kerusakan lingkungan yang tidak hanya dirasakan 

secara domestik, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat industri fast fashion ikut 

dirasakan oleh negara lintas batas. Bangladesh sendiri meratifikasi perjanjian 

lingkungan internasional seperti Paris Agreement 2015, Basel Convention 1989 dan 

Stockholm Convention 2001, yang dimana perjanjian ini relevan untuk menekan 

dampak lingkungan yang timbul akibat industri fast fashion. 

Berdasarkan pembahasan yang penulis sudah paparkan, komitmen Bangladesh 

terhadap perjanjian lingkungan internasional sebagai negara produsen fast fashion 

tidak dapat dipahami semata-mata melalui patuh atau tidak patuh, melainkan 

menunjukkan pola kepatuhan yang bersifat bertahap dan adaptif terhadap tekanan 

eksternal serta keterbatasan domestik. Di tingkat rezim internasional, karakter 

bahasa dalam berbagai perjanjian lingkungan seperti Paris Agreement 2015, Basel 

Convention 1989, dan Stockholm Convention 2001 masih mengandung 

fleksibilitas normatif melalui frasa seperti “may include”, “shall”, dan ketiadaan 

indikator kuantitatif yang ketat, sehingga menciptakan ruang interpretasi bagi 

Bangladesh untuk menyesuaikan implementasi kewajiban lingkungannya dengan 

kapasitas nasional tanpa secara formal melanggar ketentuan hukum internasional. 

Fleksibilitas ini menjelaskan mengapa kepatuhan lebih banyak diwujudkan dalam 

bentuk pelaporan, perencanaan kebijakan, dan adopsi bertahap standar lingkungan 

dibandingkan transformasi struktural yang cepat di sektor industri. 
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Pada tingkat domestik, pola kepatuhan Bangladesh dibentuk oleh keterbatasan 

teknologi, pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kelembagaan 

pengawasan lingkungan yang masih berkembang, sekaligus oleh tingginya 

ketergantungan ekonomi Bangladesh terhadap industri Ready-Made Garments. 

Keterbatasan berdampak langsung pada kemampuan negara untuk mengadopsi 

teknologi bersih, memperkuat sistem pemantauan lingkungan, serta menegakkan 

standar lingkungan secara konsisten. Pertimbangan dalam menjaga stabilitas 

ekonomi, lapangan kerja, dan daya saing ekspor membuat pemerintah cenderung 

menyeimbangkan agenda perlindungan lingkungan dengan kepentingan 

pembangunan, sehingga implementasi kebijakan sering berlangsung secara tidak 

merata di seluruh sektor produksi.  

Bangladesh menjalankan komitmen lingkungannya sebagai produsen industri 

fast fashion, meskipun upaya pemenuhan komitmen tersebut menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian realitas secara domestik. Meskipun demikian, Bangladesh telah 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah 

diratifikasi, termasuk penyampaian laporan lingkungan secara rutin sesuai dalam 

perjanjian dan Bangladesh juga menyusun berbagai kebijakan nasional sebagai 

upaya memperkuat implementasi perjanjian internasional. 

Bangladesh secara formal patuh terhadap perjanjian yang diratifikasi dan telah 

menjalankan kewajibannya dalam meratifikasi tiga perjanjian internasional 

tersebut. Kepatuhan ini juga dinilai sebagai respon dan pengaruh dari tekanan pasar 

internasional melalui persyaratan keberlanjutan dari merek global, ancaman 

kehilangan kontrak ekspor, tuntutan reputasi pasca tragedi Rana Plaza, serta 

keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembiayaan teknologi produksi 

bersih. 

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen Bangladesh 

terhadap perjanjian lingkungan internasional sebagai negara produsen fast fashion 

diwujudkan melalui kombinasi antara kepatuhan prosedural seperti penyampaian 

laporan NDCs dan pembentukan kerangka kebijakan nasional serta respons 

strategis terhadap mekanisme pasar global. Pola ini mencerminkan bahwa 

implementasi rezim lingkungan internasional di Bangladesh tidak hanya ditentukan 
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oleh norma hukum internasional, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara tekanan 

buyer global, kepentingan ekonomi domestik, kapasitas institusional, serta strategi 

reputasi negara dalam mempertahankan posisinya dalam rantai pasok fast fashion 

dunia. 

Maka dari itu, diperlukan perjanjian lingkungan internasional dan kebijakan 

yang lebih tegas dalam mengatur dampak lingkungan akibat industri fast fashion, 

dibutuhkan perjanjian yang bersifat hard law untuk menekan produsen dalam 

industri fast fashion yang dampaknya semakin signifikan. Selain itu, diperlukan 

dukungan internasional yang lebih kuat untuk negara berkembang seperti 

Bangladesh, sehingga Bangladesh dapat tetap menekan dampak lingkungan global 

akibat industri ini dan praktik industri fast fashion dapat berjalan lebih 

berkelanjutan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah telah dilakukan mengenai komitmen 

Bangladesh sebagai negara produsen fast fashion, hasil penelitian ini berfokus pada 

komitmen dan upaya yang dilakukan Bangladesh dalam hal ratifikasi perjanjian 

lingkungan internasional, Paris Agreement, Basel Convention, Stockholm 

Convention. Analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan elemen 

ambiguitas bahasa dalam perjanjian, keterbatasan kapasitas domestik, dan 

perbedaan dimensi sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan teori compliance dari 

Chayes. Maka, peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk 

menganalisis komitmen dan keadaan secara domestik Bangladesh menggunakan 

kerangka analisis dan metode yang berbeda untuk melihat peristiwa ini lebih jauh, 

dan menganalisis efektivitas perjanjian lingkungan internasional dalam 

menanggulangi berbagai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri fast 

fashion secara global. 
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